BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

NOMOR: 04 /PP.00.02/K/08/2022

TENTANG
PENEMPATAN PERSONEL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN LEBONG PADA PEMILIHAN UMUM 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
Kabupaten Lebong Pada Pemilihan Umum 2024,

b. Bahwa penempatan Personel Sentra Gakkumdu Kabupaten
Lebong antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Lebong, Kepolisian Resor Lebong, dan Kejaksaan Negeri Lebong
dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan
tindak pidana Pemilu;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang
Penempatan Personel Sentra Penegakan Hukum Terpadu
(Gakkumdu) Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun
2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor :
0629/K.BAWASLU /HK.01.01/VIll/2018 tentang Pengangkatan
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-
Provinsi Bengkulu Masa Jabatan 2018-2023; -

Surat Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor :

247/PP.00.00/K1/07/2022, tanggal 14 Juli 2022, Hal : Persiapan

Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu

Provinsi/Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia  Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022  tentang
Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
pada Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 19 Agustus 2022;

7. Surat dari Kepolisian Resor Lebong Nomor
B/275/VIIIRES.1.24./2022, tanggal 22 Juli 2022, perihal Personel
Sentra Gakkumdu Polres Lebong Pada Pemilu 2024,
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8. Surat dari Kejaksaan Negeri Lebong Nomor :B-
1156/L..7.17/Es.1/07/2022, tanggal 26 Juli 2022, perihal Personel
Sentra Gakkumdu Kabupaten Lebong Kejaksaan Negeri Lebong
Pada Pemilu 2024,

9. Surat dari Kejaksaan Negeri Lebong Nomor :B-
1377/L.7.17/Es.1/08/2022, tanggal 26 Agustus 2022, perihal
Personel Sentra Gakkumdu Kabupaten Lebong Kejaksaan Negeri
Lebong Pada Pemilu 2024;

10. Surat dari Kepolisian Resor Lebong Nomor @ B/322/VIII/2022
tanggal 29 Agustus 2022, perihal Penambahan nama Personel
Sentra Gakkumdu Kabupaten Lebong pada Pemilu 2024.

MEMUTUSKAN:

Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada
Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lebong sesuai dengan
Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra
Penegakan Hukum Terpadu;

Susunan Personel Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
Kabupaten Lebong Tahun 2024 sebagaimana tercantum di dalam
lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari keputusan ini.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lebong
Pada tanggal, 70 Agustus 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
o KABUPATEN LEBONG

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
Kepala Kejaksaan Negeri Lebong;

Kepala Kepolisian Resor Lebong.



Lampiran: Keputusan  Ketua Bawaslu
Kabupaten Lebong
Nomor  : 0%4/PP.00.02/K/08/2022

Tanggal :3p Agustus 2022

SUSUNAN PERSONEL SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN LEBONG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

.| Jefriyanto, S. ua Bawaslu Kab. Lebong j Penasn at
2. | Awilzan, S.I. K Kapolres Lebong Penasihat
3. | Arief Indra Kusuma Adhi, S.H., M.Hum. Kajari Lebong Penasihat
4. | Melky Agustian, S.H. Anggota Bawaslu Kab. Lebong Pembina
5. | Tatar Insan, S.H. Waka Polres Lebong Pembina
6. | Alman Noveri, S.H., M.H. Kasi Pidum Kejari Lebong Pembina

Anggota Bawaslu Kab. Lebong
. . (Koordiv. Hukum, Penanganan Ketua
7. | Sabdi Destian, S.Sos Pelanggaran dan Penyelesian Koordinator
Sengketa)
Alexander, S.E. Kasat Reskrim Polres Lebong Koordinator
9. | Johan Satya Adhyaksa, S.H., M.H. AAmIDe: Penuntutan Kejari Koordinator
. . KBO Satreskrim Polres
10. | Eka Gustian Saputra, S.H. Lebong Anggota
; : Kanit | Satreskrim Polres
11. | Amir Lukman Hakim, S.Pd. Lebong Anggota
. Kanit || Satreskrim Polres
12. | Trio Hendra Saputra, S.Tr.K Lebong Anggota
PS. Kaurmin Satreskrim Polres
13. | Recky Ernando Lebong Anggota
Banit Il Satreskrim Polres
14. | Freddy Santosa Sagala Lebong Anggota
15. | Muhammad Zaki, S.H. Kepala Seksi Intelijen Anggota
o Kasi Barang Bukti dan Barang
16. | Gusmiliyansya, S.H. Perampasan Kejari Lebong Anggota
. Kasi Perdata dan Tata Usaha
17. | Ferdy Setiawan, S.H. Negara Kejari Lebong Anggota
. Jaksa Fungsional Kejari
18. | Khusnul Kholifah, S.H. Lebong Anggota
. Koordinator Sekretariat
19. | M. Rafki, S.H. Bawaslu Kab. Lebong Anggota
20. | Alpin, AMKL Staf Bawaslu Kab. Lebong Anggota
21. | Andi Tri Atmaja, S.Kep. Staf Bawaslu Kab. Lebong Anggota
22. | Alfian Saputra, S.H. Staf Bawaslu Kab. Lebong Anggota
23. | Karmila, S.E. Staf Bawaslu Kab. Lebong Anggota
24. | Angger Saputra, S.P. Staf Bawaslu Kab. Lebong Anggota
25. | Rahmat Hidayat, S.I.P. Staf Bawaslu Kab. Lebong Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM




